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Pajak hiburan merupakan salah satu pagjak daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Propinsi
DKI Jakartayang tingkat upaya pajaknya (tax effort) baru mencapai 36%. Di samping itu karena filosofis
pemungutan pajak hiburan masih diwarnai oleh upaya Pemerintah Daerah menjaga ketentraman dan
ketertiban umum, maka prinsip-prinsip yang berlaku dalam perpajakan cenderung kurang mendapat
perhatian, khususnya prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang permasal ahan tersebut maka masalah yang diteliti berkaitan dengan sgfauhmana
penerapan besar tarif, sistem tarif dan dasar pengenaan terhadap keadilan, serta mengenai definisi hiburan
dan objek pajak terhadap kepastian hukum dalam pemungutan pajak hiburan di Propinsi DK Jakarta,
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenal penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum
dalam pgjak hiburan. Kerangkateori yang digunakan beranjak dari sistem perpajakan (tax system) yang
terdiri dari tiga aspek yaitu, (1) kebijakan perpajakan yang meliputi subjek, objek dan tarif, (2) hukum pajak
yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah, (3)
administrasi pgjak yang meliputi organisasi aparatur dan produk administrasi.

Kemudian di samping sistem perpajakan tersebut diatas terdapat prinsip-prinsip perpajakan yaitu (1) prinsip
kesamaan dan keadilan, (2) prinsip kepastian hukum, (3) prinsip ketepatan atau kenyamanan dalam
pembayaran, (4) prinsip efisiensi dalam pemungutan. Prinsip pertama dan kedua erat kaitannya dengan
kebijakan perpgakan yaitu objek pajak dan tarif pajak. Kerangkateori inilah yang selanjutnya akan dibahas
dalam penélitianini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survai dengan menyebarkan kuesioner
dan wawancara kepada para pengusaha hiburan dan petugas pajak kemudian dilakukan pengujian distribusi
chi square dan tabulasi silang (cross tab) dengan bantuan SPSS, dengan hasil sebagai berikut.

Keadilan dalam pajak hiburan dipengaruhi oleh besar tarif, sistem tarif dan dasar pengenaan pajak.
Sedangkan kepastian hukum dipengaruhi oleh definisi hiburan dan objek pajak.

Persepsi pengusaha hiburan dan petugas pajak menyatakan masih terdapat ketidakadilan dalam besar tarif,
sistem tarif dan dasar pengenaan pajak. Sedangkan ketidakpastian hukum terjadi pada definisi hiburan.
objek pajak dan cara menentukan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian masih terdapat ketidakadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak hiburan. oleh
sebab itu perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang pajak hiburan.
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